






A. Latar Belakang 
Menurut World Data Lab yang menyajikan data mereka dalam web 
monitor World Poverty Clock, jumlah persentase masyarakat Indonesia yang 
tengah mengalami kemiskinan ekstrem berkisar 3% dari total jumlah warga 
Indonesia, yakni berjumlah 8,627,792 juta jiwa.1 Selain itu, berdasarkan Profil 
Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik 
terdapat fakta yang menyatakan bahwa persentase penduduk miskin Maret 2020 
meningkat hingga 9,78%.2 Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih harus 
terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kualitas ekonomi masyarakat 
dapat terus membaik. 
Kemiskinan merupakan permasalahan pelik bagi Indonesia. Selain  
tidak pernah terselesaikan dengan tuntas, kemiskinan di Indonesia juga terkesan 
mendarah daging. Padahal dampak yang ditimbulkan dari permasalahan 
kemiskinan dapat menjadi efek domino bagi masyarakat itu sendiri. Jika diamati 
dengan seksama, kemiskinan tersebut bermula secara turun-temurun. Biasanya 
kemiskinan yang mereka alami berangkat dari keterbatasan ekonomi yang 
kemudian membuat masyarakat kesulitan mengakses pendidikan serta layanan 
 
1 World Data Lab. (Online). Diakses melalui https://worldpoverty.io/map pada 29 Desember 2020. 





kesehatan yang layak.  Padahal kemudahan dalam mengakses pendidikan dan 
layanan kesehatan merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. 
Tidak dapat kita pungkiri bahwa permasalahan tersebut masih terjadi 
hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh SMERU 
Institute yang mengolah data temuan dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 
yang meneliti mengenai pendapatan anak. Setelah melakukan riset, didapatkan 
kesimpulan bahwa keluar dari garis kemiskinan itu tidak semudah yang 
dibayangkan. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan yang mereka alami 
disebabkan oleh kemiskinan keluarganya. Kondisi tersebut membatasi anak 
untuk mengakses beberapa kesempatan yang salah satunya adalah pendidikan.3 
Sama seperti halnya dengan apa yang dituturkan oleh Koordinator BPJS Watch 
Timboel Siregar, yang menemukan ketidakadilan pelayanan BPJS pada 
masyarakat miskin.4 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat 
mengakibatkan dampak berkelanjutan.  
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terus diupayakan 
perbaikannya oleh pemerintah. Upaya pengentasan kemiskinan terus-menerus 
dilakukan oleh pemerintah. Sejatinya upaya pengentasan kemiskinan telah 
dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga era Jokowi. Hingga 
saat ini pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden serta undang-undang 
yang khusus untuk mengatur persoalan kemiskinan. Diantaranya adalah 
 
3 Diningrat, A. Rendy. (Online) Diakses melalui https://theconversation.com/mengapa-anak-dari-
keluarga-miskin-cenderung-akan-tetap-miskin-ketika-dewasa-penjelasan-temuan-riset-smeru-
127625 pada 17 Januari 2021. 
4 Merdeka. BPJS Watch Masih Temukan Ketidakadilan Layanan Bagi Peserta Miskin BPJS 
Kesehatan. (Online). Diakses melalui https://www.merdeka.com/uang/bpjs-watch-masih-temukan-




Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan yang kemudian pada tahun 2015 juga diterbitkan Peraturan 
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 15 Tahun 2010 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang 
Kesejahteraan Sosial.  
Konsekuensi dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang 
telah diterbitkan yakni pemerintah mewujudkan keadaan ideal itu dengan 
membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. 
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan oleh pemerintah 
pusat, pemerintah daerah serta kementerian terkait. Kebijakan yang dibuat 
berfokus pada kebutuhan dasar manusia. Diantaranya adalah pangan, sandang, 
perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.5  
Lebih jelasnya terdapat 9 hak yang didapatkan oleh fakir miskin yaitu; 
memperoleh kecukupan sandang, pangan dan perumahan; memperoleh 
pelayanan kesehatan; memperoleh pendidikan yang meningkatkan 
martabatnya; mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, 
mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan 
karakter budayanya; mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, 
pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, 
mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; memperoleh 
 
5 Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Bab I Ketetuan Umum. 




derajat kehidupan yang layak; memperoleh lingkungan hidup yang sehat; 
meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan; memperoleh 
pekerjaan dan kesempatan berusaha.6 
Berdasarkan acuan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
yang bersinergi dengan kemeterian terkait membuat kebijakan yang terdiri dari 
berbagai program. Beberapa program yang sangat kita kenal adalah Program 
Transmigrasi yang dilakukan pada era Presiden Soeharto; Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), 
Program Jamkesmas/Askeskin, Program Raskin, dan Program Keluarga 
Harapan yang direalisasikan pada era Presiden SBY; serta, Program Indonesia 
Pintar, Program Indonesia Sehat, Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT), Program Dana Desa, dan Program Keluarga Harapan 
(PKH) yang kembali dilanjutkan pada era Presiden Jokowi. 
Jika kita kaitkan dengan permasalahan kemiskinan yang lahir secara 
turun-temurun atau diakibatkan kondisi keluarga, maka program yang sesuai 
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Program Keluarga Harapan 
(PKH). Program Keluarga Harapan adalah program yang diluncurkan pada 
tahun 2007 dan dirancang berbeda dengan program lainnya. Persyaratan untuk 
menjadi penerima bantuan dari program ini cukup ketat, sehingga terdapat 
penyeleksian yang detail terhadap masyarakat. Dianggap cukup efisien untuk 
menyejahterakan keluarga, program ini kembali dilanjutkan di era 
pemerintahan Presiden Jokowi. 
 




Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang 
diperuntukkan untuk keluarga miskin yang menyasar pada beberapa aspek 
keluarga yaitu pendidikan dan kesehatan. Selain itu keluarga yang menjadi 
penerima bantuan program ini atau yang disebut juga Keluaga Penerima 
Manfaat (KPM) juga mendapatkan uang tunai serta ikut mendapatkan 
pelayanan-pelayanan yang bersinergitas dengan program pengentasan 
kemiskinan lainnya.  
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki anggaran 
yang cukup besar. Pada tahun 2016 pemerintah telah mengalokasikan Rp. 10 
Triliun, tahun 2017 sebanyak Rp. 11,5 Triliun, tahun 2018 sebanyak Rp. 17,5 
Triliun, dan tahun 2019 sebanyak Rp. 32,65 triliun.7 Kemudian pada tahun 2020 
seiring dengan adanya pandemi COVID-19, anggaran Program Keluarga 
Harapan (PKH) meningkat sebanyak 25% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 
Rp. 37,4 Triliun.8 Namun pengalokasian anggaran Program Keluarga Harapan 
(PKH) pada tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu hanya sebanyak Rp. 28,7 
Triliun. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian serta upaya antisipasi terhadap 
program dukungan atau supply side yang diharapkan dapat berdampak pada 
aktivitas perekonomian.9 
 
7 Kemensos. Program Keluarga Harapan (PKH). (Online). Diakses melalui 
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh pada 20 Januari 2021. 
8 Yusnilaningsi, Riesty. Naik 25 Persen, Anggaran PKH Tahun 2020 Ini Rp. 37,4 Triliun. (Online). 
Diakses melalui https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01394651/naik-25-persen-anggaran-
pkh-tahun-2020-ini-rp-374-triliun pada tanggal 20 Januari 2021. 
9 Wildan, Muhammad. Anggaran Turun, Ini Bansos yang Masih Ada Tahun Depan. (Online). 
Diakses melalui https://news.ddtc.co.id/anggaran-turun-ini-bansos-yang-masih-ada-tahun-depan-




Semenjak peluncurannya Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap 
mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Hal tersebut dilihat dari data 
yang disajikan oleh Kementerian Sosial melalui websitenya bahwa Program 
Keluarga Harapan (PKH) mampu membuat anak Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) sukses dalam pendidikan. 
Gambar 1.1 Prestasi Anak Keluarga Penerima Manfaat  
 




Program Keluarga Harapan tentunya merupakan salah satu terobosan 
yang dikedepankan oleh Pemerintah sebagai upaya percepatan pengentasan 
kemiskinan. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah 
menargetkan 10 juta KPM yang akan dibantu pada tahun 2021. Tentunya 
semakin banyak penerima bantuan maka semakin banyak pula masyarakat yang 
dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Tentunya Program Keluarga Harapan 
bukanlah program yang didesain untuk diberikan secara terus-menerus tanpa 
berkesudahan. Program Keluarga Harapan (PKH) menstimulasi Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) agar dapat mandiri dan memperbaiki kualitas 
pendidikan, kesehatan dan ekonominya. Maka dari itu Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) yang sudah mampu memperbaiki kualitas hidup keluarganya 
akan dilakukan graduasi. 
Graduasi yang dimaksud adalah kondisi Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) yang telah berdaya untuk memenuhi kondisi sosial ekonominya yang 
dibuktikan melalui pemutakhiran data. Selain itu Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) yang tidak memenuhi kriteria penerima Program Keluarga Harapan juga 
akan dilakukan graduasi. Graduasi bertujuan untuk mendukung upaya 
pengentasan kemiskinan, memastikan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat 




10 Sely. Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. (Online).  
Diakses melalui https://puspensos.kemsos.go.id/graduasi-keluarga-penerima-manfaat-kpm-




Terdapat peningkatan yang signifikan terhadap jumlah Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) yang telah digraduasi dari tahun ke tahun. Telah 
tercatat pada tahun 2017 terdapat 230.351 KPM yang digraduasi atau sebesar 
2,3 % dari 6 juta peserta. Sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 621.789 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sebesar 6,21 % dari 10 juta KPM. 11 
Sebuah prestasi juga dicapai oleh Program Keluarga Harapan pada tahun 2019 
yang mampu melewati target graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
sebanyak 1,2 juta KPM dari target 800 ribu KPM12 dan pada tahun 2020 
sebanyak 1,1 juta KPM dari target 1 juta KPM.13 Pada tahun 2021 Kementerian 
Sosial menargetkan 30 % KPM dapat tergraduasi dari Program Keluarga 
Harapan (PKH).14 
Pemerintah terus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan 
melalui banyak program bantuan sosial yang salah satunya adalah Program 
Keluarga Harapan (PKH). Bahkan Kementerian Sosial membuat aturan 
pendukung guna percepatan graduasi KPM PKH. Aturan tersebut berupa 
petunjuk teknis yang digunakan oleh pendamping PKH dalam menjalankan 
tugasnya. Selain itu para pendamping PKH dituntut lebih jeli dalam melihat 
kondisi KPM PKH. Apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tidak 
 
11 Hariyanto, Joko. Pemerintah Targetkan 7,9 % KPM Tergraduasi 2019. (Online). Diakses melalui 
https://pkh.kemensos.go.id/?pg=detail_berita&id=125 pada tanggal 20 Januari 2021. 
12 Koesworo. Sentuh angka 1,2 Juta Keluarga, Target Graduasi KPM PKH Tahun 2019 Terlampaui. 
(Online). Diakses melalui https://kemensos.go.id/ar/sentuh-angka-12-juta-keluarga-target-graduasi-
kpm-pkh-tahun-2019-terlampaui pada tanggal 20 Januari 2021. 
13 Hariyanto, Joko. Target Graduasi KPM PKH Lampaui Target. (Online). Diakses melalui 
https://kemensos.go.id/ar/target-graduasi-kpm-pkh-tahun-2020-lampaui-target pada tanggal 20 
Januari 2021. 
14 Triyono, Alek. Mensos Juliari Wacanakan 30 Persen Graduasi KPM PKH Tahun 2021. (Online). 
Diakses melalui https://kemensos.go.id/ar/mensos-juliari-wacanakan-30-persen-graduasi-kpm-pkh-




memenuhi kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH), maka perlu 
dilakukan graduasi oleh pendamping PKH. Tekanan juga didapatkan oleh 
pendamping PKH yang memiliki target untuk mempercepat KPM binaannya 
untuk segera dilakukan graduasi. Hal ini mengakibatkan Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) harus benar-benar siap apabila akan tergraduasi dari Program 
Keluarga Harapan (PKH). Baik itu graduasi mandiri yang artinya Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) mengundurkan diri dari Program Keluarga Harapan 
(PKH) karena merasa sudah mampu meningkatkan taraf kehidupannya atau 
graduasi alamiah yang dikarenakan Keluarga Penerima manfaat (KPM) sudah 
tidak memenuhi kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH). 
Proses pelaksanaan graduasi yang beragam dan dengan kasus yang 
berbeda membuat peneliti ingin mengulik lebih dalam mengenai proses 
pelaksanaan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program 
Keluarga Harapan (PKH). Selain itu penelitian harus dilakukan secara 
komprehensif terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) agar mendapatkan 
hasil yang menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
(PKH) secara umum dan pelaksanaan Graduasi Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) secara khusus. 
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan kajian mendalam terhadap graduasi Program Keluarga 
Harapan dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Graduasi Keluarga 





B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan 
latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota 
Malang? 
2. Bagaimana pelaksanaan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Kota Malang. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan graduasi Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah dapat 
bermanfaat bagi peneliti ataupun orang lain, baik secara akademis dan praktis 
yakni sebagai berikut : 
1. Manfaat Akademis 
a. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur dan wawasan kepada 
masyarakat dalam sektor kebijakan dan program pemerintah. 
b. Sebagai referensi bagi masyarakat untuk mempelajari Program 




2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai sarana evaluasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan (PKH). 
b. Menjadi saran dan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam 
pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).  
E. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian diperlukan pada penelitian ini untuk 
memberikan batasan-batasan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun fokus 
penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Profil Kota Malang. 
2. Proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang. 
3. Problematika implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota 
Malang. 
4. Pelaksanaan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program 
Keluarga Harapan (PKH) di Kota Malang. 
5. Pengaruh graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program 
Keluarga Harapan (PKH). 
 
 
 
